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Abstract
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Absirak

Kualitas produk peraturan perundang-undangan tergantung pada penelitian hukum  yang
mendahuluinya  Sejumlah  negara  angpota Qrgeedeation for Econmmic Co-aperafion  and
Developiment (OECD), tidak saja mengandalban penelitian hikim, namun juga menambahban studi
analasis dampak sebelum membuat undang-undang. Pertanvaan yang didiskusikan di sind talah
apakah studi dampak peraturan jugs dapat divagibkan untuk dilabuban di Indonesiz. Satu temuan
adalah bahwa untik itu perlu adanya tenaga abll vang mampu melakukan analisis dampak
peraturan, Atas dasar analisis yang sama direkomedasikan agar pemerintab  mengadapsi
pendekatan b sebelum membuat dan membedakuban peratirmn perundang -undangin

Fata Kunci:
analisis dampak, paremen, kebijakan lepislasl, perancangan undang-undang

Pendahuluan

Studi terkait legizlasl di Indonesia tdak dapat dilepaskan darl persoalan
meningkatkan kualitas fegislator beserta undang-undang [(UU) vang dizahkan
serta pembentubkan UL vang berkesesualan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Bepublik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Salah satu persoalan terkait
legislasi di Indomesta pasca reformasi-terutama sefak terbentuknya Mahkamah
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Romstitusi {ME]-adalah adanyva sejumiah besar undang-undang vang dibatalkan-
beberapa pasal ataw  keseluruhan batang tubuhnya-oleh ME! Fakta ind
menunjukkan bahwa kualitas undang-undang vang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indomesia [DPR RI) bersama dengan Presiden
seringkall mengabalkan aspek konstitusionalitasnya,

Penelitlan  Badan  Peremcansan Pembangunan  Naslonal [Bappenas)
menunjukkan kualitas legislasi yang buruk di Indonesia dizsebabkan minimnyva
analizis dampak (impoct gssessment) dalam proses penyusunan  rancangan
undang-undang. * Bappenas telah menglnventarisasl sejumbah wndang-undang
yvang substansinys bermasakah, Masalah pada substansi tersebut mencakup pasal
atau ketentuan yang bertentanpgan dengan peraturan perundang-undangan lain,
inkonsistensi dalam perumusan substansi, ketidakjelazan ohyek maupun subyek
yang diatur, dan seringnya terjadi redundansi dalam substansi undang-undang.

Fenelitian terdahulu menunjubkkan bahwa metode anzlisis dampak telah
dikenal dan diterapkan secara terbatas dalam penyusunan rancangan undang-
undang wang berasal dari eksebutif [kementerian/lembaga negara). Badan
Pembinaan Hukum Masional (BPHN), yang berada di bawah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, telah menggagas metode analizsis dampak sedangkan
Bappenas menggagas Model Analisa Kerangka Repulasi [Makara) sebagai bentuk
ex-inte review? Namun kedua gagasan tersebut belum menjadi arus utama

metade dalam proses penvusunan rancangan undang-undang vang berazal dari

1 Epjak 2003-Z018 terdapat 259 amar putusan ME yang mengabulkan permohonan pengujian
beherapa pasal atau kesdluruhan batang tubuh undang-undang. Sementara terdapat lebib dard
WHF permohonan pengujian undnag-undang setiap Ghun - sejok 2012 - vang mendalilkan
kerugian konstitusional warga negara akibat pemberlakuan wndang-undang Libat Mahlkamab
Bonstitusi, Laporan Tahunan 2008 Menpgawal Daulat Rakyat, Hepaniterman dan Setjen
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019, Flm, 12-13.

2 Direltorat Analisa Peraturan  Perundang-undangan, Bockgrowed Stedy: Pengintegrasian
Ferangkd Regulasi dalam RPJMN 2015 - 2019, Eementedan Perencansan Pembangunan
Masional [PPN)/Badan Perencanasn Pernbangunan Nastonal [Bappenas), Jakarta, 2013, hlm.,
e

1 Libat Badan Pembinaan Hulbwm Masional RI, Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum
Mazional Tohun 2016, BPHH, lakarta, 2016 dan Eedeputian Politik, Hubum, Pertahanan dan
BEeamanan Divektorat  Analisa Perturan Perundang-undangan, Pedoman  Penerapan
Redormasi Regulasi, [akarta: Bappenas, 2011, him,, 35 - 36
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eksekutif? Oleh karena itu perlu kajlan lanjutan tentang metode analisis dampak
dakam penyusunan rancangan undang-undang yang berasal dari lembaga legislatf
menjadl penting, karema rancangan undang-undang (BUU) di Indonesia dapat
divsulkan oleh eksekutif mawpun legislatlf,

Penelitian inl membahas prakiik analiziz dampak dalam proses legizlasi di
parlemen Indonesia, kKhususnya untulk RUL vang diinisiast oleh parlemen — atau
yvang dikenal sebagal Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR (RUL [nisiatif DPR).
Praktik analizis dampak tersebut akan dianalisis darl dua perspektif. Pertama,
apakah parlemen Indonesia memiliki kebjakan legislast yvang mengarahkan
penggunaan metode analisis dampak dalam pemyusunan naskah akademik dan
rancangan undang-undang? Kedua, apakah persocalan kompetensi dari penyusun
rancangan undang-undang 4 Indonesia menjadl penghambat implementasi
metode analisis dampak dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan
undang-undang?

Penefitian ini menempatkan proses legislasi sebagai manifestasi dari pola
atau hubungan antara faktor yuridis dan non-yuridis.5 Kajian ini menggunakan
pendekatan empiris dan eksplanatif. Melalui pendekatan empiris dan eksplanatif
tersebut akan dianalisis praktik analisis dampak dalam legislasi serta faktor-
faktor yang berpengaruh dalam praktik analisis dampak. Oleh karena itu, data
yang digunakan dalam kajian ini bukan hanya peraturan perundang-undangan
dan data sekunder berupa penelitlan-penslitian terdahulu. Wawancara terhadap
Informan  yang  terlibat  dalam  proses  leglslasl  juga  dilakukan  untuk
mengumpulikan data primer yang dibutubkan dalam mendukung analisis artikel
ini.

Kelemahan Penerapan Analisis Dampak dalam Legislasi Indonesia

Penerapan mekanisme analisis dampak di negara-negara lain diharapkan
dapat meningkatkan kualitas legislasi. Oleh karena itu, sistem anatisis dampalk

' Wictor Imanuel W Nalle, Martika Dini Syapute, dan RBetoo Dewi Pulung Sari, Analisis Ex-Ante
cleh Eksekutit terhadap Rancangan Undang-Undang: Menuju Leglslasi Berkualitas melalud
Pendakatan Teknokes, Arena Holkom Vodoume 11 Namore 1, 2008, hln., 205,

Soctandyn Wignjosoebrota, Huleum: Konsep dan Metade, Setara Préss, Malang, 2013, hlm,, 25.
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harus dilihat sebagal sebuah sistem besar dar hulu hingga hiliv, Pada konteks
penyusunan rancangan undang-undang di Indonesia, analisis dampak seharusnva
bukan hanya tentang menilal substansi rancangan undang-undang tetapl menilal
“alasan keberadaan” suatu rancangan undang-undang vang dapat dilibkat pada
naskah akademik dan rancangan undang-undang tersebut,

lika merujuk pada negara lalp, ruang lingkup kualitas leglslast mengalami
perkembangan. Di Belanda, masalah kualitas leglstasi awalnya difokuskan pada
aspek bahasa, vaitu tentang kejelasan perumusan norma hukom dalam andamg-
undang Oeh karena itw analisls terhadap kualitas leglslasi tidak dapat lepas darl
amalisis lnguistik terhadap undang-undang® Kajian Eualitas legisfasi kemudlan
mengalami perkembangan pada aspek harmonisasi legislasi kemudian menjadi
salah zatu aspek yang menjadi fokus dalam peningkatan kualitas legislasi karena
kesadaran tentang penting konsistensi antar undanpg-undang.

Kualitas legislasi merupakan konsep yang luas dalam  kajian teori
perundang-undangan. Menurut Xanthaki, pencapaian kualitas legislasi dapat
dilzleukan jika perancang undang-undang berpegang pada keutamaan (virtues)
dalam perancangan undang-undang. Keutamaan tersebut antara lain:™
2. kemampuan undang-undang untuk mencapai hasil yang diinginkan (efffcoor];

b. kesesuaian  perilabn denpan norma heukum  dalam undang-undang
(effectiveness];

. efisiensi, valtu mencakup kelelasan {clarify], ketelitian {precision], dan tidak
ambigu;

. kesederhanaan bahasa dan tidak bias gender (plain and gender-reutral
language),

Kemampuan  undang-undang wntuk mencapal hasil yang  dilnginkan
[efficacy) sangat dipengaruhi oleh rizet yang dilaksanakan sebelum BUU dibahas

di parlemen, Riset tersebut dapat menjelaskan analisis peraturan perundangan,

o MA Ferliin Guality af Legistation: A faw and develapment project dalom | Arsschetds B van
Roaij dan LM (e [Editer), Lewmaking for Develogment, Leiden [Mniversily Fress, Leiden, 2008,
Bl 8.

T Heten Xanthaki, On transferabifity of lagishative salutlons: the functionafify tes dalem Consrantn
Stefnon duen Helen Xonthaki fEditor), Drofting Legilition: A Modam Apgroach — in Memariom
of 5ir Williem Dale, Ashgote, Hempsbire-Bariing ton, Z008, him., 17
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kapasitas sumber dava vang dimiliki pemerintah maupun kendisi masyarakat
secara fakiual ketika undang-undang tersebut nantinya dilmplementasikan, Riset
tersebut dalam konteks Indonesia diwajibkan dalam penyusunan RULU dengan
naskah akademik. Nazskah akademik menjadi satu kesatwan yang tidak dapat
terpisahkan dalam proses penyusunan rancangan undang-undang. Pasal 43 ayat
(31 UL Mo, 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa BUU inlslacif Pemerintah, DPR
maupun DPD hares disertakan dengan naskah akademik Maskah akademik dapat
menunjukkam bahwa suaty BULU yanmg bersangkutan tidakiah disusun karena
kepentingan sesaat, kebutuhan mendadak, atan karena pemikiran yvang tidak
mendalam.?

Salah satu metode riset dalam tahap legislasi, menurut Verschuuren dan
Van Gestel, adalah analisis dampak vang idealnya dilakukan pada tahap awal
legislasi® Riset dengan analisis dampak dilakukan di tahap awal legislasi karena
pilihan-pilihan kebijakan yang relevan masih terbuka untul didiskusikan secara
transparan.!® (Meh karena itu, Verschuuren dan Van Gestel mengusulkan
pengembangan dua kriteria yang penting dari aspek metodologis. Pertama, riset
analisis dampak perlu memperhatikan perkembangan metode barg, misainya
analizis multi kriteria, cost ond bengfit anolysis, risk assessment, dan game theory,
Keduoa, rizet tersebut harus menyediakan data empiris agar dapat menghindari
kemungkinan bias dalam pengambilan keputusan.!!

Mengapa data empiris, kKhususnya data kuantitatif vang akiual, penting
datamy anallsis dampak? Jawabannya adalah karena data emplris yang bersifat
kuantitati merupakan basis informasi vang leblh balk dalam pengambilan
keputusan dan informas| tersebut dapat memberikan altermatif penyvelesaian
masalah sefain melalul pembentukan undang-undang barw Alternatif perspektf
berbasiskan data empiris tersebut dapat mendorong munculnya perdebatan
herbasis data dan  terstruktur yang akhirnya mempengaruhl  pengambilan

W fimily Asshiddigie, Perthal Undang-Undang Rajafirafindo, fakarta, 2010, him,, 225
U jopcthan Verschuwren, & Bob ven Gestel, Ex-Ante Bvaluation of Legelotian: An Introduction
dutam Jorathen Verschuuren (Editor L The Impecl of Legistation: A Criticel Analysis of Ex Ante

Evnlumtion, Martinus Nithaff Publishers, Leiden-Bostan, 20404, him., 1-10,
(L0 V8
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keputuesan menjadl lebih inklusif.’? Terlepas darl beberapa kelemahan dari
kecenderungan kuantifikazl dalam riset penyusunan rancangan undang-undang,
pendekatan tersebut masih menjadi alternatif vamg lebih baik sepanjang dapat
menvelmbangkan kepentingan masyarakat sipil dan pasar.

Hka dikontekstualkan dalam  mekanisme  legisiasi  di  Indonesia,
pengembangan metede dan kelengkapan data emplris dalam naskah akademik
seharusnyva dapat memberl gambaran opsi-opsl kebijakan dalam pemecahan
mazaklah melalul variasli metode riset yang didukung oleh ketersediaan data
empirls. Analisls dampak dengan demikian tidak gl dilakukan ketika draf
rancangan undang sudah disusun tapl sebelum opsi pembentukan undang-undang
dipilih sebagai instrumen pemecahan masalah. Artinya. ada kemungkinan melalui
mekanisme analisis dampak tersebut kemudian diputuskan bahwa pemecahan
mazatah tidak harus melalui pembentukan undang-undang.

Fermasalahannya, apakah lembaga negara yang berwenang mengusullian
rantangan undang-undang di Indonesia telah mengembangkan pengpunaan
berbagai macam metode serta menyediakan data empiris secara komprehensif
dalam penyusunan naskah akademik? |awaban atas pertanyaan ini dapat
bersumber pada standar yang digunakan oleh parlemen di Indonesia dalam
menyusun RUL Inisiatif DPR, yvaitu U Mo, 12 Tahun 2011 [bagian Lampiran] dan
FPedoman Penyusunan Maskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang
disuzun oleh Badan Keahlian DPR RI

Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang vang
selama ini digunakan oleh parlemen memberikan beberapa opzl metode yang
dapat digunakan dalam analisis dampak Opsi metode tersebut antara lain
ROCCIP] [Rules, Opportunity, Capacity, Communication, fnterest, Process, Ideclagy],
CEA (Cost and Bepefit Analvsis] dan RIA [Regulatory fmpact Assessment). Namun
Pedoman tetsebut hanya memberikan opsi tanpa adanyva penjelasan yang
komprehensif tentang bagaimana menggunakan metode tersebut dalam konteks

penvusunan naskah akademik,

1t Wim Voermans, To Meognwe & to Keows The Quontificotion of Begulation, The Theary and
Pracitce af Lagislation Voluwree 3 Nehar 1 2005 Wlm., 91- 111,

Vel Violume & = Nomaor 1 = 132




Akibat darl tidak komprehensifoya pedoman tersebut dapat dilibat dalam
naskah akademik vang disusun, Penvusunan naskah akademik rancangan undang-
undang masih menggunakon metode penelitian  hukum doktrinal  dengan
difekuskan padaanalisis peraturan perundang-undangan. Tujuh naskah akademik
yang disusun parlemen pada tahun 2016 (lihat Tabel 1] masih menggunakan riset
vuridls mormatlf [dektrinal) dengan metode studl kepustakaan dan pendebkatan
kualitatif. Kondisi empiris vang diperoleh secara langsung i lapangan [(data
primer] juga tidak ditemukan dalam Ketujuh naskah akademik tersebut walaupun
datam sub-bab metode penelitlan dizebutkan adanya data primer yang diperaleh
dari wawancara atau grup diskusi terfokus {Focus Growp Discussion/FGDY,
Minimnya penggunaan metode CBA atau KIA dalam naskah akademik - walaupun
telah diatur dalam Pedoman Penyusunan Maskah Akademik - dipengaruhl oleh
ketersediaan tenaga ahli di parlemen yang menguasai metode terkait aspek
ekonomis dan berbasiskan data kuantitatif

Tabel 1: Jangkauan Metode dalam Naskah Akademik Badan Keahlian DPR RI

(2016-2019)
|EN1S RESET METODE PENDEHATAN Dot
JUnuL Sasio Wzl His
Mgl Legal IR FOC CBA WA e’ Priner
e A 2 A m s
Ferah Simpan Karya Cetak, .
Harya Hekam, dan Karya W ) ) E u B v K =
Elektraiiik
_Jabatan Hakim ¥ ¥ L v
Sitem Foitidaya Tavaman W ® ¥ " = . v "
Kaaiorvadl -
Keanckaragaman Hayatl dan W ® ¥ E ® - u
Ehkinigtem
Kehidanan W . -." . u " W " "
ala ) " 2 . - " v " "
Meraandian W v ¥ . " W v " i
Perikanan W y ¥ " L] E v r v
Mepmiiiikan W o W . . " W ® W
: . - ;
ﬁﬂr[:::Lﬂhw“h“ lnderiv y J ; g T g i F
Jabatan PEAT v ® W . ¥ v © v
Hubungan Laar Negerd W u w " a ) u' = o
Energl Baru dan Terharuban ¥ = ¥ « ¥ = v = v

Lumber: Data Sekunder Ddolah (ieh Penulis
Eereramzan: LI Livrary Bessarch-stucdi kepustakann ), ROC [ROCCIFT ), CBA { Cotr & Rertef® Amayeis],
RLA { Bequiatory dmpact Azsessment)
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Minimnya pengeunaan metode CBA atau RIA dalam naskah akademik-
walaupun tefah diatur dalam Pedoman Penyusunan MNaskah Akademik Badan
Keahlian DPFE Rl-dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga ahll vang menguasal
metode terkalt analisls dampak dari multi-aspek dengan berbasiskan data
kuantitatlf, Keterbatasan kompetensi tenaga ahli dalam aspek metodologl
membuat Badan Keahlian DPR RI kemudian mengarahkan penggunaan analisls
bizya dan manfaat dalam npaskah akademik dilakukan dengan pendekatan
kualitatif. Potenszi blava atau dampak vang timbul dard pelaksanaan suato undang-
undang akhirnya tidak dapat diestimasl secara presisi, 2

Sistematika penulisan naskah akademik dalam Pedoman Penyusunan
sebenarnya telah menempatkan posisi metode analisis biava dan manfaat atau
CBA dan analisis dampak regulasi atau RIA tersebut dalam salah satu sub-bab
pada Hab Il yaitu pada sub-bab "Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem
Baru®. Pada sub-bab tersebut penyusun naskah akademik dapat menguraikan
analisis dampak, termasuk ada tidaknya kerugian honstitusional't Analisis
dampak jika ingin dilalmkan secara komprehensif, dengan pendekatan kuantitatif
maupun kualitatsf, dapat difokuskan pada tiga aspek, vaitu aspek sosial kultural,
beban keuangan masyarakat, maupun beban keuangan negara.1s

Mamun sebagian besar nashkah akademile yang disusun Hadan Keahlian DPR
Rl pada tahun 2016 hingga 2019 tidak memberikan analisis dampak secara
kuantitatif maupun kealitatif pada Bab 111% Mayoritas Bab 1l pada naskah
akademik yvang disusun Badan Keahflan DPR R] hanya menguraikan praktik

empiris tanpa anafisis dampak!? Bahkan naskah akademik yang menjabarkan

U Whwancara dengan Inasentivg Samsul [Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan
Eeahlian OFR BI) di Badan Eeahlian DPR RE, tanggal 13 funi 2017,

W Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR Rl Pedoman Penyusunan Naskah
Alaubemik Rancangan Dndang-Undang, Setjen DPR R Jakarta, 2007, him., 12-15.

13 HI

te Maskah Akademik yang telah disusun Badan Keablian DPR RI ketika dset ini dilakukan
terhatas pada naskah alademik tahun 2016-2019, Badan Keablian DPFR BRI bana dibentuk di
tahun 2015 sehingga belum banvak menghasilkan naskab akademik untuk rncngan andadig-
undang inisiatif DPR RI

17 Likat Naskah Aksdemik RUU Tanggung lawab Sestal Perusahaan yang disusun oleh Badan
Beahlian DPR RI tahuin 20060 Maskah Akademik ini menjelaskan prakik empiris di Batam
(Eepulauan Riau] dan Semarang {Jawa Tengah) secara singkat, Mamun Gdak dijelaskan
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prakiik empiris tidak menggunakan data primer tetapl hanya berasal dari analisis
data sekunder. Hal inl akan menyulltkan analizis dampak dengan metode analisis
Mava dan manfaat walaupun dengan pendelkatan kualitatif,

Urgensi pendekatan keantitatif dalam metode analisis dampak bayva dapat
dilihat pada kecenderungan penggunaan pendekatan dan metode tersebut dalam
proses legislasl di megara-negara vang tergabung dalam OECD. Metode tersebut
digunakan karena didasarkan pada kenyataan bahwa setiap dibentuk undang-
undang baru akan membebani biava yang berbeda-beda terhadap pelaku bisnis,
pemerintah, rumah tangga, hingega individu® Okeh karena e anallsis dampak
baya dilakukan untuk mengukur dan nantinya mengurangi bagian dalam undang-
undang yang akan memberikan beban biaya secara berlebihan kepada masyarakat
dan pemerintah, Selain itu analisis dampak biayva dapat mengukur tingkat
hambatan administratif yang diimbulkan dari diberlakukannya suatu undang-
undang barw

|ika dilihat dari aspek kepentingan bisnis dan hak konstitusional, hambatan
administratif yang terlampau besar dapat membatasi hak konstitusional
seseorang untuk beruszha di bidang ekonomi. Bahkan hambatan administratf di
seltor bisnis juga dapat berimplikasi terhadap praktik suap dan korupsi yang
nantinya dapat memicuy kerusakan moral publil secara luas. Negara-negara di
Eropa dalam OECD yang telah menggunakan metode analisis dampak biaya
tersebut antara lain Belanda, Inggris, dan ltalia.t® Namun penggunaan metode
anakisiz dampak blaya dalam pembentukan regulasi di ketiga negara tersebut
memiliki beberapa perbedaan pada beberapa aspek Tabel 2 mendeskripsikan
perbandingan konteks institusional dan penerapan analisis dampak blava dl
ketiga negara tersebut.

dampak terukur dari tangsung jawab sosial perusshaan terhadap, misalnya, peninglsatan
angka pactisipasi kasar dalam pendidikan di wilayvab sekitor atau pertumbuhan unit usaha
baru yang mandin. Salah satu Maskah Akademik yang disusun Badan Keahlian DPR RI dengan
analisis dampak dad data sekunder vang cukup sistematis adalah Naskah Alkademik RUU
Energi Baru dan Terbarukan [Libat Tabel 1)

W facega Tarrdtl, Seandard Cost Mode!! Three Different Paths erd ther Common Problems, feurnal
of Contemparary Buropenn Besenrol Volume @ fswe 1, 2012, him,, 90-10B.

v
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Tabel 2: Perbandingan Analisis Dampak Biaya di Tiga Negara

Aspek Belanda  Inggris Italia

Tujuan Lecara progresif Memperkirakan dan Menguranai
mengukur din mengurangl hambatan  hambatan
mengurangi biava administratif di ssktar adminigtratil ying
vang diwajibkan ekcomami. ditsebankan di sekior
dailam hisnis. bizmnis.

Ruang Lingkup Setiap sektor dalam Setiap sektor dalam Beberapa sehtor di
hidang ekonomi hidang ekonomd, bidang elonomi.

Kebutuhan untulk Mengurangl beban Relatf rendah Feelatif tingai

e ran g soktor administratif

hambatan dengin kebijakan

administratif tertentu,

Imestitusi yang Industrl, aparatur sipll ~ Perdana Mentori Uni Eropa dan

berperan nagara, pHitisi. Menteri Keuangan.

Frekuensi Pengujian bebai Setiap setahun sekali Setiap tahun
administratif secara dilaksanakan dirumuskan ruang
progresifdangan pengukuran lingkup perpakuran
pengukuran dampak [ e rEmenL), dampak biaya,
dan blaya per tahun,

Problem Pengurangan bersih Kurangnya informasi Presisl penguloran
dampak biaya masih dari lembaga negara dimpak dan
dipengaruhi aloh terkalt perkembangan pengambilan sampel
legislasi berikutnya. legislasi. untuk analisis.

Sumber: focopo Ternid, Stenderd Cost Model: Three Different Paths and thelr Commen Proflemns,
Jowrnal of Contemporary Furnpean Bevenroh Volume 5 feswe T, 2012, him, 102,

Ferbandingan analisis dampak biaya di tiga negara dalam Tabel 2
menunjukkan kelemahan analisis dampak biaya jika hanyva dilakukan dengan
pendekatan kualitatif - sebagaimana dilakukan Badan Keahlian DPRE Rl- karena
bahkan pendekatan kuantitatif sekalipun jika tdak dilakukan dengan presisi
tingei justru akan menimbulkan masalah validitas analisis. Selain itu analisis
dampak biaya pada zatu undang-undang perlu disinkronkan dengan analizis pada
rancangan undang-undang berikutnya yang memiliki keterkaitan dengan undang-
undang lain.

Terkait dengan presisi analisis dampak biaya, maka diperlukan
pengegabungan  pendekatan  kuanttatf dan  pendekatan  kualitatif  dengan
membuka sefuas-luasnya partisipasl publik agar penvusun naskah akademik
dapat menawarkan banyvak perspektif dalam amalisisnya. Tahap yang penting
dakam penggabungan kedua pendekatan tersebut adalah pengumpulan data dalam

penvusunan naskah akademik,

Wel Violume & = Nomor 1 = 136




Analisis dampak dalam berbagai metode membutulikan data primer yang
diambil secara langsung dari populasi yang terdampak. Pada konteks naskah
akademik vang disusun Badan Eeahlian DPR BRI walaupun tidak dideskripsikan
secara jelas dalam baglan pembahasan/analisls, mekanisme pengumpulan data
primer dilakukan melalul FGD dan wawancara terhadap para ahll, Metode
pengumpulan data primer tersebut menunjukkan paradigma Badan Keahlian DPR
Rl tentamg naskah akademik sebagal produk teknokrasi. Pengetahuan tentang
permasalahan vang akan diatur dalam undang-undang menjadi dibatasi pada
pengetahuan para ahll maupun praktis di bdang vang terkalt,

Secara teknis, metode penpgumpeian datz primer melalui FGD dan
wawancara para ahli melalui rapat ahli {experts meeting), dalam konteks naskah
akademik, akan lebih singkat dan mempercepat jangka wakta penyusunan.
Mamun pertimbangan percepatan jangha waktu mekanisme legislasi tersebut juga
memiliki kelemahan., Menurut Veermans, Ten Mapel dan Passchier mekanisme
legislasi yang dipercepat justru dapat mengakibatkan efel samping dan inefisiensi
dalam legislasi. Maskah akademik dan rancangan undang-undang tidak dapat
dikaji secara teliti dan mendalam semata-mata karena pertimbangan batasan
waktu yang diberikan dalam penyusunan.

Ofeh karena itw, untuk memperkaya data primer dalam penyusunan naskah
akademik, Voermans, Ten Napel, dan Passchier mengusulkan mekanisme
konzultasi publik secara luas, Perluasan peran publik tersebut dilakukan dengan
memperkuat  peran  teknologl  informasl  dalam  mendlsemlsasi riset  vang
melatarbelakangi rancangan undang-undang maupun draf rancangan undang-
undang tersebut 2!

Dia negara yang telah menggumakan manfaat teknologi informasi dalam
mekanisme legislasi adalah Finlandia dam Slovenia®™ Penggunaan teknolog

informasi dalam proses legislasl di Finlandia telah berkembang dengan pesat

2 Wim Veermony, Hans-Martien ten Napel & Reijer Poschier, Combining  efficiency and
transparency i fagislative proceives, Theary and Proctice of Legislation Voliime T [ooe 3, 2005,
hilm.. 286

1ol

k.

Vel Violume & = Nomaor 1 = 137




sehingga dokumen vang berkaitan dengan legisiasi dapat diakses oleh publik
secara luwas melalul aplikasi sepertl Makaantafi dan Kamsanvaltafi yang
digunakon oleflh warganegara dan organisasi-organizasl untuk menvalurkan
pendapatnya s Mekandsme Jegislasi i Slovenia juga memanfaathan teknologi
informasi sehingega dokumen usulan rancangan undang-undang dapat diketahul
dan difritls] publik, bahkan publil dapat mengawasi tenggat waktu dalam proses
legislasi di Slovenia,® Sistem teknologh Informast di Slovenia bukan sekedar untuk
mempercepat  proses legislasi tetapl lebih wtamanya membuat mekanisme
legislasl menjadi lebih inklusif. Ketika mekanisme legisiasl menladl inklusif maka
hambatan-hambatan teknis dalam pengumpulan data primer untuk menganalisis
dampak undang-undang dapat diatasi secara teknis. =

Optimalizasi pemanfaatan teknologh informasi dalam riset penyusunan
rancangan undang-undang mematahkan pandangan bahwa proses legislasi yang
efisien bukan sekedar diukur dari kecepatan proses tersebut.® Namun yang lebih
terpenting adalah membuat proses legislasi tersebut menjadi lebih inklusif
Penyvusun naskah akademil, dapat terbantu dalam memperoleh kondisi empiris
dan menganalisis dampak-dampak yvang munghkin timbul dengan data primer yang

diperoleh dari pemanfaatan teknolog informasi.

Persoalan Kompetensi dalam Implementasi Analisis Dampak

Indonesia di masa pemerintihan sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun
2011 menunjukkan lemahnya inisiatif parfemen untuk memperbaiki perannya
dalam meningkatkan lualitas legislasi. Situasi tersebut tidak lepas dari implikasi
keluwasaan Presiden dalam membentuk undang-undang berdasarkan UUD 1945

b M, him, ZET

. i, him. 288,

25 W

i RS Legislebve Reseorch yang berbasis i India menpemukakan beberapa  parameter
elektivitas pardemen yang meliputi: proporsi anggota pademen yang tedibat aknf, jumlah
undang-indang yang berhagil disahkan serta wakiy yang dihabiskan untuk melakukan
pembahasan. Lihat M, Manisha, Lok Sabha end Law Makipg: Tracking the Legistative Efficency
of Indien Parlioment, Dtermeéional fowmol of Humenities Social Seiences and Education Valume
< [ssue 5, 200 5 him., 157-16%.
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sebelum amandemen® Penumpukan kekuasaan pada eksekutif mengakibatkan
eksekutf menjadi lebih dominan — termasuk dalam legislasi - dan bekerja tanpa
kontrel, Akibatmwa, parfemen justru lemah dalam menginisiasi legisias], 2

Lemwahnya inlsiatif parlemen tersebut dapat dilndikasikan dengan tidak
adanya ahli-ahll dalam bidang legislasi yang menjadl bagian darl sistem
pendubkung  leglslatif.  Penvusunan  rancangan  endang-undang  ketika  ltw
dimonopoll oleh eksekutlf vang ditunjang sistem birokrasi dan keahlian vang
terspeslalisasl di setlap sekior, Walaupun sebenarnva peran birokras! tersebut
juga tidak makstmal jlka melihat kenyataan bahbswa produk leglslasi yang
divsulkan eksekutif selama pemerintahan Orde Bame justre tdak sebanvak di era
reformasi. 9

Amandemen UUD 1945 mendorong perubahan hukum vang signifikan, tak
terkecuali dalam bidang legisiasi. Kesadaran untuk memperbaiki proses legislasi
di DPR mulai tumbuh setelah sempat mengalami stagmasi selama tiga dekade.
Menurut Kesowa, keberadaan tenaga ahli yang menpuasai perancangan undang-
undang secara teoretis dan praktis sangat penting untuk ditempatkan di lembaga
pemerintah dan parlemen. Kesadaran tentang pentingnya tenaga ahli di bidang
perancangan undang-undang juga perlu diimbangi dengan pertumbuhan profes:
hulwwm maupun lembaga masyarakat sipil vang mengadvokasi prozes legislasii!
Lembapga masyarakat sipil setelah reformasi perlu terlibat aktif dalam proses
pengujian dan kritik terfiadap legislasi yvang kemudian menciptakan pemahaman

pubilik yang lebih luas mengenal perubahan hukum dan reformasi institusional !

27 Pasal 5 awat (1] UUD 1945 sebedum amandemen mengatur bahwa “Presiden memegang
kebuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Raliyar” Pagal
ini kemudian mengalami perubahan setelah amandemen sehingga menjadi; “Presiden berhak
rengajuban rancangan undang-undang kepada Dewan Perwalkilan Rabyat”

28 haldi lsra, Hubungan Presiden dan DPR. Jurnal Konstitusi Volume 10 Momor 3, 2006 hlm,,
399416

& Rudy The Pathway af Qi Law Develapment in fedanesier Lows an Land dalem Kepera ¥

{Editar), Owil Low Beforms in Past-Caleniodl Asia, Speinger, Segogore, 2009, him., 71-BZ.

Bambang Kesowo, Negara Hukim, Program Legislasi Masional dan Kebutihan Desain Besar

bagi Perencanaannya, Arena Hukum Yolume 6 Momaor 1, 2012, him,, 15-16

I Tim Lindsey, fndonesin: Develuing Asivn volues, rewriting rude of Jew dolam Rendell Peerenboom
{Editor), Asion Necowrses of Rule of Low, Rooptladae, London den New York, 2004, him., 296
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Perkembangan demaokratisasi ini tentunya harus dilmbangi dengan upava
untuk mereformasi institusi legistatif agar dapat menciptakan produk legisias
vang berkualitas, Semua latar belakang tersebut mendorong terbentuknya Badan
Legislasl DPR RI, suate institusi yang diistilahkan sebagai Alat Kelenghapan
Dewwan. Badan Legislasi PR BRI seharusmya dapat berperan dalam melakukan
analisis  dampak  terhadap  rancangan  undang-undamg.  Namun  pada
perkembangannya  praktik Implementasi  peran  tersebut  memuncueikan
kelemahan-kelemahan [nternalnya karena pengarub aspek politis vang lebih kuat
Faomdizt Inl kemudian memunculkan lembaga bare - dengan peran yang mirlp -
yvaite Badan Keahlian DPR EL

Di sisi lain, perubahan Undang-Undang Momor 27 Tahun 2009 tentang
MPR, DPR, DPD. dan DPRD menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
membawa perubahan terhadap pengaturan kewenangan dalam mengusulkan
rancangan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014,
pengajuan RUU Inisiatif PR hanya bisa diajukan ofeh anggota DPR RI, gabungan
anggota OFR. BRI, dan Komisi Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan
kewenangan yang dimiliki oleh Badan Legislasi DFR Rl yang semula memiliki
kewenangan untul mengajukan rancangan undang-undang,

Menurut Heriyono Tardjono, hilangnya kewenangan Badan Legislasi DPR
Rl untuk mengajulan rancangan undang-undang inisiatif membawa pengaruh
terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR Rl Dampak tersebut tampak pada
rendahnya pencapalan target legisiast pada tahun pertama DPR RE periode 201 4-
2019, Darl 37 rancangan undang-undang yang merupakan rancangan undang-
undang priortas tahun 2015, hingga April 2013 barw dua diselesaikan, dan pada
penghujung tahun 2015 hanya bertambah 1 rancangan undang-undang yaitu
rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja MNegara
vang memang mau tidak maw harus segera ditetapkan secara teratur setiap

tahunnya.*

= Henyono Tardjoma, Degradas Kewenangan Legislast Badan Legislasi DPR BRI Pascarevis) DU
Moo 27 Tabun 2009 tentang MPR, PR, DPD dan DPRD, Jurnal Benasissance Volume I Nomor 1,
216, hlm. 15
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Pasca pembentukan Badan RKeahlian DPR RI, Badan Legisiasi DPR Rl
difskuskan pada peran harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi darl
rancangan undang-undang sebelum rancangan undang-undang  disampaikan
kepada pimpinan DPR BRI Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konseps|
tersebut meliput]! aspek teknis, substansl, dam asas-asas pembentuk undang-
undang yvang sebenarnva dapat diarahkan kepada analisls dampak penerapan
undang-undang. Selain  berperan dalam  harmonisasl, pembulatan, dan
pemantapan konsepsl, Badan Legislasi DPR RI juga berperan dalam penyuzunan
Program Legislast Naslomal (Prolegnas), Sementara Badan Keahllan DPR Rl
melalul Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RL berperan
dalam menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undzang vang diusulkan
anggota DPR RI, komisi, atau gabungan komisi,

Adanya kelembagaan yang berperan dalam melaksanakan analisis dampak
tidak menjamin keberhasilan penerapan analisis dampak tersebut. Salah sato
faktor yang mempengaruhi keberhasilan analisis dampak, berdasarkan penelitian
Carroll, adalah tidak dimilikinya keahlian teknis yang relevan oleh tenaga ahli
khususnya dalam melakukan analisis biaya dan manfaat® Oleh karena itw,
melihar praktil analizis dampak di Indonesia jupa tidak biza dilepaskan dari
melihat kompetensi tenaga ahli vang terlibat dalam proses legislasi.

Fenelitian yang dilakukan oleh Furkon etal terkait kinerja legislasi di
Indonesia mensmukan kelemahan terkait dukungan temaga ahli di Badan Legistas|
DPR R] dalam perancangan undang-undang dan hubungannya dengan anggota
parlemen® Kelemahan tersebut terkait kelambanan proses legislasl vang
disebablan ofeh kurang optimalnva dukungan tenaga ahli. Kapasitas tenaga ahll
relatif minim dalam metode perancangan undang-undang Padahal, keberadaan
tenaga ahll demgan kemampuan perancangan undang-undang vang mumpuni

merupakan syarat penting untuk mempercepat akselerasl pembabasan dan

T Peter Cosroll Does regiabary frepact essessment fead to belier police? Pollcy end Society Folime
29 Lie 2, 2000, hlm, 113-122,

" Aay Muh, Furkon, etal, Peninglatan Fungsi Legislasi Devan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi
terhadap Renvana Kerja untuk Menguringi Penumpukan Rancangan Undang-UBndang, The
Hatible Canter, Jakarta, 2012, hlm, 15,
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pembentukan undang-undang 3 Selain Itw, kualitas tenaga ahli menjadi faktor
penting dalam meningkatkan kualitas legislasi karena mereka berperan sebagal
aktor Intermal dalam meruomuskan legitimasi limiah berbasis riset bagl setiap
rancangan undang-undang vang disusunnya.

Ketika wewenang penyusunan rancangan undang-undang vang dinisiasl
parlemen masih berada di Badan Legislasi DPRE Rl aspek kompetens) sudah
menjadi persoalan yvang serivs. Tegar Putuhena, mantan tenaga ahli Badan
Legizlasi DPR R, menvatakan balwa banvak tenaga ahli di Badan Legizlasi DPR R]
fdak kompeten dalam  penyusunan naskah akademik,  khuswusnya  dalam
menggunakan metode analisiz dampak: Menuret Tegar Putuhena, longgarnva
penyaringan dalam aspek pengalaman kerja berdampak pada kinerja tenaga ahli
di Badan Legislasi DPR BRI Beberapa tenaga ahli tidak memiliki pemahaman dan
ketrampilan dalam penyusunan naskah akademik dan hanya mampu membuat
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari rancangan undang-undang. 37

Kelemahan kompetensi tenaga ahli sebenarnya telah diidentifikasi oleh
parlemen dalam laporan kinerja yang dirilis setiap 5 tahun.® Pardemen dalam
laporan kineqanya menyvadari kurangnya kualitas tenaga ahli, khususnya di Badan
Lepislasi DPR Rl Jika kompetensi tenapa ahli tidak ditingkatkan, maka
dikhawatirkan akan berdampak secara lanpgsung pada kualitas legislasi karena
rendahnya kualitas dukungan yang bersifat keahlian. Kondisi tersebut menjadi
latar befakang didirikannya lembaga baru bernama Badan Keahlian DPR RE di
tahun 20105 vang kemudian diberi tugas untuk menyusun naskah akademik untuk
EUL Imislatif DPR Badan Keahlian DPR Rl beranggotakan aparatur sipll yvang
direkrut secara professional dan memiliki keahlizn dan pengalaman di bidang

perancangan undang-undang,

= Ann Seidmen, Bebert B Seidman & Nelin Abeyesekere Legislative dinefling for democralic social
charpe, Klvwer Law Intermetional BY, London, 2000, klm,, 42,

1t Doneld L Revell Enbancing Dhe Legislative Process The Value of the Legalotive Drafter, Stelule

Law Beview Volwsme 32 Nimber 2, 2007, hlm, 149-160.

Wawancara dengan Tegar Putubena, 12 Juni 2017,

1B rista Trimaya, Kinerja Fungsi Legislasi DPR Bl Mxa Bakti Z2009-20014. Jurnal Legislasi
Indonesia, Velume 10 Momar 3, 2003, him., 249,
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Menurut Zaglu Rahman, perancang undang-undang Badan Keahlian DPR
El, walaupun Badan Keahliam DPR Rl telah merekrut aparatur sipil vang
berpengalaman dan kompeten di bidang perancangan undang-undang tetapi tidak
menjamin aparatur sipll tersebut menguasal metode analisis dampak dalam
penvusunan naskah akademlk dan rancangan undang-undang. Aparanie sipil
dengan latar belakang pendidikan hukum mendominas! proses penyusunan
rancangan undang-undang di Badan Keahlian DPR BRI Padahal wmumnya
perancang undang-undang berlatar belakang hukum tidak menguasal pendekitan
kuantitatif vang blasanva digunakan dalam metode analisls dampak.

Kendisi  ind  tidak dapat  dilepaskan  dari minimnya  pendekatan
interdizipliner dalam pendidikan tinpgi hukum di Indonesia yang lebih
mengedepankan pendekatan Mack-letter low dalam penelitian hukum. Arus utama
metode penelitian pada fakuitas hukum di Indonesia menempatkan penelitian
interdisipliner dalam mengkaji hubuem  sebagai penelitian nom-yuridis. Ini
berdampak pada kefangkaan pengetahuan sarjana hulum Indonesia tentang
varian metode dalam penelitian hukum 49

Fersoalan  kompetensi  tampaknya  menjadi  faktor  kritis yang
mempengaruhi kesenjangan antara kapasitas sumber dayvs manusia Badan
Legislasi DPR Rl dan Badan Keahlian DPR RL |ika Badan Keahlian DPR RI diisi oleh
aparatur sipll negara dengan kualifikasi jabatan fungsional Perancang dan
Peneliti, maka sebaliknya Badan Legislasi DPR R diis| aleh temaga ahli dengan
kualifikasi kompetens: yang belum terukur, Kesenjangan kompetensl tersebut
terlihat saar Badan Legislasi DPR R] harus mefakukan proses harmonizasi dengan
jangka waktu vang dibatasi oleh Tata Tertib DPR Rl Naskah akademik vang
disusun oleh Badam Keahlian DPR RI dalam rentang waktu yvang "matang”

W Wawancara dengan Zagia Bahman [Perancang pada Pusal Perandcangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI) di Badan Keahlian DPR R, tanggal 13 Juni 201 7.

“* Herlambang P. Wiratraman, The Challenges of Teaching Comperative Low and Sooa-Legal
Serecdies ar Indonesia’s Low Setools. Avan fourmnl of Covepanetive Low, Valime T4 Supplément
512009, him., 52295244
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kemudian dapat diubah substansinya oleh Badan Legislasi DFE BRI dalam jangka
weaktu terbatas,

Peran penting dari tenaga ahli demgan keahlian khusus dapat dilihat pada
prakeik legistasih di Finlandia, Pemerintah Finlandia dalam mekanisme penyusunan
rancangan  undang-undang  terlebih dulu  membentuk tim/kelompok  kerja
penylapan rancangan undang-undang vang terdirl dar aparatur sipll negara lintas
departemen/lembaga negara, Tim tersebut kemudian melakukan analisis dampak
darl rancangan wndang-undang vang akan diajukan. Setelah analiziz dampak
dilakukan dan rancangan undang-undang disusun, maka pemeriksaan kualitas
legislasi dilakukan oleh satuan kerja pada Mindstry of fustice, Pemeriksaan kualitas
legislazi dilalukan dengan memperhatilan struktur rancangan undang-undang,
konsistensi dan kesesualan dengan asas-asas hukum maupun undang-undang
lainmya %

Selain fte kualitas legislasi di Finlandia dicapai dengan menguatkan
diskursus antara parlemen dengan aparatur sipil negara yang berperan dalam
penyvusunan rancangan undang-undang, Penguatan diskursus tersebut juga
ditunjang dengan kualitas aparatur sipil negara di Finlandia secara teoretis dan
teknis di bidang perancangan undang-undang. Kualitas aparatur sipil negara
menjadi faktor penting bagi Finlandia dalam meningkatkan kualitas legislasi
Kepakaran aparatur sipil negara dalam bidang legislasi menjadi nilai penting
karena mereka berperan sebagal aktor internal dalam proses di legislatif. Saat
pembalasan rancangan undang-undang, parlemen menempatkan  perancang
undang-undang dari aparatur sipll negara vang terkait sebagal mitra pembahazan
yang sefaras?

Kritik terhadap kapasitas tenaga ahll di Badan Legislasi DPR RI menjadi

salah zatu pertimbangan dalam pembentukan Peraturan DFR Rl Nomor 3 Tahun

1 Wawancara dengan Wiwin 5 Rahyani [Perancang pada Pusat Permncangan Unidang -Undang
Badan Keahlian DPR RI] di Badan Keahllan DPR R, tanggal 13 Juni 2007,

2 Wim Vosrmans, ebal Legistalive Procesies in Transition Comparetive Stady of Lhe Legisletive
Procesies in Finknd, Sovenin and the United Kingedom ax a Sowrce of Inspliratinn for Enboncig
the Eficioncy of fhe [wetch Legislabive Process, WIDC/Mintstry of Secoelty ond fustice
Lejden/The Hegoe, 2012 him,, 1822

" Wim Vosrmans, Hons-Martien ten Mapel & Relfer Pesschier, supra na. 24,
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2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahll dan Staf Administras] Angpgota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia {Peraturan DPR Rl No. 3 Tahun 2014).
Peraturan DPR R No, 3 Tahun 2014 mengatur kriteria pendidikan bagi tenaga ahli
di Badan Legislasi DPR BRI Seorang tenaga ahli i Badan Legislasl DPR RI harus
memilikl pendidikan strata 2 dengan minimal [PK 3,00 darl perguruan tinggl
terakreditasi dengan ketentuan pendidikan di berbagal Bidang ilmu.*

Mamun tujuan pengetatan kriteria tenaga abli agar Badan Legislasi DPR RI
diisi oleh sumber dava dengan kapazitas mumpuni tampaknya belum dapat
tercapal. Faktor rekrutmen dan seleksl tampaknva belum diperketat sehingega
tenaga ahli yang dimiliki Badan Legislasi DPR Rl belum berkualifikasi tinggl sesual
dengan yang diharapkan. Penentu dalam proses seleksi tenaga ahli Badan
Legislasl DPR Rl masih berada 1 plmpinan Badan Legislasi DPR Rl walaupun
penilaian  kompetensi  dilakukan  oleh lembapga  penilai independen  vang
terakreditasi® Padahal Badan Legislasi DPR R] diproyeksikan sebagai “tangki
pemikiran® parlemen sehingga seharusnya  diisi oleh tenaga ahli dengan
lualifikasi kompetensi vang tingei dan dibuktikan dengan portofolio atau rekam

jejak vang relevan.

Penutup

Artikel ini telah mengevaluasi praktik analisis dampak dalam legislasi
Indonesia dari dua perspektif, yaitu kebijakan legislasi dan kompetensi sumber
dayva yang terlibat Pembahasan dalam artikel ini telah menunjukkan bahwa
praktik analisiz dampak di Indonesia terkendala ofeh metodologi legislasi yang
tidak komprehensit serta minimnya kompetensi tenaga ahii. .

Kendala pertama terkait metodologi legislasi disebabkan tidak adanya

pedoman riset dengan metode analisis dampalk dalam penyusunan rancangan

s Ridang Umu tecsebut antara lain Qo bubam, ilmu politik, ilmu sosiologl, ilmu ekonomi, o
antropalog, (lm filsafat, iima kahasaflinguistik, ma agama, ilmu studl hak asast manusia dan
bumaniter, ilmo kriminologi, o kamunikasi, ilna mengenai Ketahapan nasional, fma
mengenal teknologi, ilmu teknik sipll, o mengenal lngkungan hidop, o mengenai
ketenagakerfaan, Imu mengenal sumber daya alam, dan digiplin mu lain yang dibutuhkan
Libat Pasad 9 ayat (2) Peraturan DPR RE Mo, 3 Tahun 2004

5 Pasal 15 dan 16 Peraturan DPR A Ko, 2 Tahan 2014,
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undang-undang. Walaupun UL Mo, 12 Tahun 20011 mewajibkan penyusunan
naskah akademik dalam proses legislasl tetapl tidak diikuti oleh pengembangan
metode riset dengam amalisis dampak dalam penvezunan naskah akademik,
kebijakan legislasi di Indonesia tidak memberikan arahan ataw pedoman yang
komprehenszif tentang penggunaan metode riset yang tepat dan kontekstual
sebagal Instrumen dalam penyusunan paskah akademik. Pengaturan metode
penvusunan naskah akademik dafam UL No. 12 Tahun 2011 saat inl masih
bersifat wmum sehingga tidak dapat menjadi pedoman operasional untuk
melakukan riset vang mengarah pada analisls dampak,

Pedoman Penyusunan Naskah Akademik REancangan Undang-Undang, vang
disusun oleh Badan Keahlian DPR RI, memang memberikan beberapa opsi metode
yvang dapat digunakan dalam analisis dampak tetapl tidak dapat menjadi pedoman
yvang komprehensif. Walaupun pedoman tersebut menyebutkan beberapa opsi
metode analisis dampak yang dapat digunakan, tetapi penyusunan naskah
akademik rancangan undang-undang masih menggunakan metode penelitian
hulwm  doktrinal dengan difokuskan pada analisis peraturan  perundang-
undangan. Kondisi ini disebablan faktor kedua, vaitu bompetensi tenaga ahli,

Kendala kedua terkait kompetensi disebabkan parlemen Indonesia
kelwrangan tenaga ahli perancang undang-undang yang menguasai metode
analisis dampak, khusesnya ketika berkaitan dengan aspek ekonomi dan data
kuantitatif. Aparatur slpil dengan fatar belakang pendidikan hukom & Badan
Feahlian DPR R mendominasi proses penvusunan rancangan undang-undang
sehingga naskah akademik rancangan undang-undang lebih terlihat sebagal
dokumen penelitian hukum doktrinal, Sementara tenaga ahli perancang undang-
undang dengan kompetensi dalam bidang hukum di Indonesia umumnya tidak
menguasal pendekatan kuantitatif yamg biasanva digunakan dalam metode
analisis dampak,

Oleh karena itu parfemen perlu menyempurnakan kebijakan legislasi vang
mengatur pedoman risef secara komprehensif dalam penyusunan rancangan
undang-undang. Ketersediaan kebijakan legislasi tentang pedoman riset tersebut
juga harus didukung dengan kualitas tenaga ahii parlemen di bidang perancangan

Vel Violume & = Nomaor 1 = 146




undang-undang dengan melibatkan tenaga ahli limtas disiplinm lmu.  Badan
keahlian DPR R dan Badan Legislasi DPR R] perlu didukung dengan tenaga ahli
hukum yang kompetensi risetnya tidak hanya terpaku pada pendekatan dokirinal.
[aminan terbadap kompetensi riset tersebut bukan hanya ditentukan pada
mekanisme seleksi dan rekrutmen, tetapl juga pada pada proses pendidikan tinggl
hukuwm di Indenesia yang seharusnya lebih ramah terhadap kalian dengan

pendekatan interdisipliner.
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